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ABSTRAK

Merger, akuisisi, dan divestasi telah menjadi topik yang populer dalam
beberapa tahun terakhir ini. Fenomena divestasi ini merupakan hal yang
tidak kalah menarik dengan merger dan akuisisi. Divestasi tidak semata-
mata dipicu oleh buruknya kinerja suatu unit bisnis, tetapi adakalanya
strategi divestasi sengaja diambil karena unit bisnis tersebut dijual demi
kepentingan politis dan keuangan sebagaimana dilakukan oleh pemerintah
Indonesia terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lengkap pelak-sanaan
divestasi dalam Indosat. Mengatetahui pandangan hukum Islam terhadap
pelaksanaan divestasi Indosat. Penelitian ini termasuk deskriptif evaluatif
yakni menerangkan proses terjadinya suatu keadaan kemudian di analisis.
Setelah dianalisi diperoleh kesimpulan, Divestasi bukan merupakan suatu
hal yang tabu untuk dilakukan bukan pula hal yang merugikan namun
hal ini menjadi persoalan yang serius manakala proses divestasi ini tidak
menggunakan konsep ekonomi Islam padahal mayoritas pemegang saham
adalah umat Islam Indonesia. Pemerintah tidak mengedepankan hak
syuf’ah, seandainya pemerintah menawarkan terlebih dahulu kepada
investor lokal maka kemungkinan terjadinya ekses yang ditimbulkan dari
divestasi dapat diminimalisir. Pelaksanaan divestasi Indosat ditengarai
melanggar beberapa produk hukum yang akhirnya menimbulkan praktek
monopoli di tangan STT selaku pemenang tender. Penjualan Indosat
menyebabkan terjadinya monopoli pemilikan di tangan STT. Monopoli
adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam.

Kata Kunci: Divestasi, Indosat, hukum Islam.
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 PENDAHULUAN
Merger, akuisisi, dan divestasi

telah menjadi topik yang populer dalam
beberapa tahun terakhir ini. Pada awalnya
perbincangan tentang permasalahan ini
hanya terbatas pada kalangan komunitas
pelaku bisnis, tetapi sekarang masya-
rakat umum mulai familiar dengan ketiga
terminologi tersebut, karena di Indonesia
memang telah terjadi berbagai peristiwa
merger, akuisisi, dan divestasi. Feno-
mena ini begitu pesat perkembangannya
sejak terjadinya krisis moneter di
Indonesia, di antaranya terlihat dan
berdirinya Bank Mandiri yang merupakan
hasil merger 5 bank swasta, merger
Bank Permata, akuisisi Indofood atas
Bogasari, dan akuisisi Kalbe Farma atas
Dankos Lab. Dalam skala intemasional
kita juga telah menyaksikan puluhan,
bahkan ratusan deal merger, akuisisi,
dan divestasi setiap tahunnya. Merger
antara Daimler-Benz dengan Crysler
yang kemudian melahirkan Daimler
Crysler, Exxon dengan Mobil Oil,
Pharmacia dengan Upjohn, dan akui-
sisi Sony atas Columbia Picture, serta
divestasi Indosat terhadap Singapore
Technologies Teleme did Pte. Ltd.
(selanjutnya disebut: STT) adalah hanya
sebagian kecil contoh merger dan akuisisi
lintas negara.

Fenomena divestasi ini merupakan
hal yang tidak kalah menarik dengan
merger dan akuisisi. Divestasi tidak
semata-mata dipicu oleh buruknya
kinerja suatu unit bisnis, tetapi adakalanya
strategi divestasi sengaja diambil karena

unit bisnis tersebut dijual demi kepen-
tingan politis dan keuangan sebagaimana
dilakukan oleh pemerintah Indonesia
terhadap Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Modal pengumpulan dana
anggaran negara melalui divestasi saham-
saham milik pemerintah kini mulai
merambah sektor BUMN. Diawali
bank-bank rekapitalisasi, kini divestasi
mulai ‘membidik’ perusahaan-perusa-
haan infrastruktur, antara lain di sektor
telekomunikasi. Masih hangat dalam
ingatan kita adalah divestasi PT Indone-
sian Satelite Tbk (Indosat) dengan
jumlah saham yang dilepas mencapai
41,94 persen.

Divestasi memang bukan suatu hal
yang tabu dilakukan dan bukan pula hal
yang merugikan. Pelepasan saham,
secara ekonomis, merupakan langkah
strategis dalam rangka penciptaan
perusahaan yang efektif, efisien, dan
mampu bersaing secara global. Divestasi
itu sendiri diterjemahkan sebagai upaya
menjual unit bisnis atau anak perusahaan
kepada pihak lain untuk mendapatkan
dana segar dalam rangka menyehatkan
perusahaan secara keseluruhan (Moin,
2003 : 330).

Pemahaman dan ungkapan-ung-
kapan tersebut menjadi sebuah ironi
besar bila dikaitkan dengan proses
divestasi Indosat yang baru saja terlak-
sana. Indonesia yang mayoritas pendu-
duknya muslim tidak menggunakan
konsep ekonomi Islam/syariah, melain-
kan dalam proses divestasi Indosat
tersebut, justru menggunakan konsep
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ekonomi lain, yang pada akhirnya
menimbulkan praktek monopsoni dan
monopoli di tangan STT selaku peme-
nang tender. Padahal di dalam UU No.
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, telah jelas-jelas disebutkan
tentang larangan monopoli (pasal 17)
dan larangan monopsoni (pasal 18).
Dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa:
1. Pelaku usaha dilarang melakukan

penguasaan atas produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang
dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau per-
saingan usaha tidak sehat.

2. Pelaku usaha patut diduga atau
dianggap melakukan penguasaan atas
produksi dan atau pemasaran barang
dan atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam ay at (1) apabila:
a. Barang dan atau jasa yang

bersangkutan belum ada sub-
stansinya;

b. Mengakibatkan pelaku usaha lain
tidak dapat masuk ke dalam
persaingan usaha barang dan
atau jasa yang sama; atau c. Satu
pelaku/satu kelompok pelaku
usaha menguasai lebih dari 50%
(lima puluh persen) pangsa pasar
satu jenis barang atau jasa
tertentu.

Sementara itu, dalam pasal 18
dijelaskan bahwa:
1. Pelaku usaha dilarang menguasai

penerimaan pasokan atau menjadi
pembeli tunggal atas barang dan atau

jasa dalam pasar bersangkutan yang
dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau per-
saingan yang tidak sehat.

2. Pelaku usaha patut diduga/dianggap
menguasai penerimaan pasokan atau
menjadi pembeli tunggal sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1)
apabila satu pelaku usaha/satu
kelompok pelaku usaha menguasai
lebih dari 50% (lima puluh persen)
pangsa pasar satu jenis barang atau
jasa tertentu.

Pada tahun 2003 pemerintah
melakukan divestasi terhadap PT Indo-
nesian Satelite Corporation Tbk. (Indo-
sat). Dari empat investor strategis yang
lolos short listed yang diadakan oleh
pemerintah, akhimya STT dinyatakan
sebagai pemenang tendef dengan pe-
nguasaan 41,94 persen saham PT
Indonesian Satelite Corporation Tbk
(PT. Indosat), mengalahkan tiga calon
investor lainnya, yakni (1) Malaysia
Telecom Bernard (Malaysia), (2) Desa
Mahir Berhard (Malaysia), dan (3)
Gilbert Asia Capital (Amerika).

STT adalah perusahaan telepon
dan multimedia yang 100% sahamnya
dimiliki Singapore Technologis Private
Limited (STPL). Sementara saham
STPL 100% milik Tomosel. Sementara
itu, Tomosel adalah pemegang saham
mayoritas Singapore Telecom (Singtel).
Singtel ini memilik 35% saham PT
Telkomsel (anak perusahaan PT Telcom
Tbk).

Jika muncul pandangan Islam
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tentang divestasi, secara umum hukum
ekonomi syari’ah tidak menghalangi atau
mengharamkan pelaksanaan divestasi
(Khalil, 2003). Akan tetapi, pelaksanaan
divestasi itu tidak boleh keluar dari etika
bisnis syariah dan hukum kontrak syariah
(al’uqud).

Penjualan Indosat menyebabkan
terjadinya praktek monopoli dan per-
saingan usaha tidak sehat di tangan STT.
Sementara Islam mengharamkan adanya
monopoli. Rasulullah Muhammad SAW,
bersabda laa yahtakir artinya dilarang
monopoli (Hadits Riwayat Muslim).

Mengapa Rasulullah begitu keras
menentang praktek monopoli? Karena
Rasulullah mengerti betul, sepanjang
sejarah, praktek monopoli selalu meru-
gikan kepentingan orang banyak. Allah
sendiri telah berfirman:

“Dan janganlah sebagian kamu
memakan harta sebagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang batil
dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu ke hakim, supaya
kamu memakan sebagian daripada
harta benda orang lain itu dengan
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu
mengetahui” (Q.S Al Baqarah ayat
188)

Firman-Nya yang lain dalam Q.S.
An-Nisaa’ (4) ayat 29:

“Hai orang-orang yang ber-
iman, janganlah kamu saling mema-
kan harta sesamamu dengan jalan
yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka
sama suka diantara kamu”.

Lebih lanjut, dalam melakukan
transaksi jual beli menurut syari’ah
terdapat apa yang disebut sebagai hak
syuf’ah, yaitu menawarkan barang dan
atau jasa kepada rekan kongsi atau
orang yang paling dekat.

Seorang penjual wajib mena-
warkan dagangannya kepada rekan
kongsi atau orang yang paling dekat
dengannya sebelum penjualan dilakukan.
Jika kemudian rekan kongsi atau orang
terdekat yang ditawari mengizinkannya
melakukan penjualan kepada orang lain
dan berkata; “aku tidak ada niat ke situ
(membelinya)”. Maka ia tidak mem-
punyai hak meminta syuf’ah setelah
beriangsungnya penjualan (Sabiq, 1988
: 46).

“Rasulullah menetapkan syuf’ah-
syuf’ah semua perseroan yang belum
dibagi, baik berbentuk rumah atau
kebun, tidak halal dijual sebelum meminta
izin partner. Jika ia menghendaki, ia
membelinya. Dan jika tidak, ia mening-
galkannya. Apabila penjualan berlang-
sung tanpa izinnya (partnernya) maka
dialah yang paling berhak (membelinya).

Atas dasar pemikiran tersebut
yang membuat peneliti tertarik untuk
meneliti Divestasi Indosat: Analisis Kritis
Hukum Islam.

Rumusan Masalah
Dari latar belakang dan poko

permasalahan di atas, dapat dirumuskan
beberapa permasalahan dalam penelitian
ini sebagai berikut:
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1. Bagaimanakah pelaksanaan divestasi
dalam Indosat.

2. Bagaimanakah pandangan hukum
Islam terhadap pelaksanaan divestasi
Indosat.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Mengetahui secara lengkap pelak-

sanaan divestasi dalam Indosat.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam

terhadap pelaksanaan divestasi In-
dosat.

Adapun kegunaanya, sebagai
berikut:
1) Penelitian ini diharapkan dapat

menjadi masukan bagi perkem-
bangan ilmu pengetahuan, khususnya
di bidang ekonomi Islam.

2) Sebagai tambahan informasi untuk
kajian ekonomi Islam pada per-
guruan tinggi, lembaga-lembaga
bisnis dan pemerintah.

METODOLOGI PENELITIAN
1.  Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk deskriptif
evaluatif yakni menerangkan proses terja-
dinya suatu keadaan kemudian di analisis.

Pendekatan Penelitian dalam
penelitian ini peneliti akan melakukan
pendekatan penelitian yang sifatnya:
a. Deskriptif yaitu menggambarkan

atau memaparkan suatu penelitian
tanpa bermaksud mengambil kesim-
pulan umum atau peneliti yang
bertujuan untuk mendapatkan gam-
baran yang benar dari hal yang diteliti
(Surakhmad, 1978: 135).

b. Normatif yaitu metode penelitian
yang dapat digunakan untuk men-
jelaskan/menerangkan kepada orang
lain apakah dan bagaimanakah
hukunmya mengenai peristiwa atau
masalah yang tertentu (Hartono,
1994:140).

c. Kasuistik yaitu masalah/peristiwa
yang akan diteliti (Hartono, 1994:
117).

2.  Sumber Data
Data dalam penelitan ini diperoleh

dari menelaah buku-buku, majalah,
dokumen, jurnal, surat kabar dan lain
sebagainya yang terkait dengan judul
penelitian ini.

3.  Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dipakai

untuk penelitian ini adalah metode
dokumentasi. Dokumentasi berasal dari
kata dokumen yang artinya barang-
barang tertulis (Arikunto, 1998 : 131).
Pelaksanaannya peneliti akan menye-
lidiki/menelaah buku-buku, majalah,
dokumen, jumal, surat kabar dan lain
sebagainya yang terkait dengan judul
penelitian ini.

4.  Analisis Data
Data yang terkumpul dalam pene-

litian ini dianalisis dengan metode induktif
yaitu: metode berpikir yang berangkat
dari faktor yang khusus/peristiwa yang
konkret kemudian dari faktor-faktor atau
peristiwa-peristiwa yang khusus itu
ditarik generalisasi yang mempunyai sifat
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yang umum (Sutrisno, 1987:42). Dengan
metode ini penulis dapat menyimpulkan
proses divestasi Indosat dalam kacamata
hukum Islam (normatif) dengan latar
belakang divestasi Indosat yang telah
dilakukan pemerintah sebagai studi
kasuistik.

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN
A. Pelaksanaan Divestasi Indosat

Divestasi PT Indosat memicu
kontroversi yang hebat. Proses penjualan
ini ditengarai penuh dengan skandal.
Divestasi Indosat (Indosatgate) menam-
bah satu lagi daftar hitam pelaksanaan
privatisasi Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) di Indonesia. Jika diban-
dingkan dengan skandal-skandal privati-
sasi BUMN yang lain, seperti Gresik-
gate, Krakatau Steelgate, atau Tel-
komgate, mungkin Indosatgate yang
tergolong paling “mengerikan” (Baswir,
2003).

Pada bagian terdahulu telah dije-
laskan, bahwa terdapat empat calon
pembeli terhadap divestasi Indosat yang
dilakukan pemerintah yakni Desa Mahir
Berhard, Gilbert Asia Capital, Singa-
pore Technologies Telemedia, dan
Malaysia Telecom Berhard. Sampai
babak akhir penawaran (final bidder)
Indosat tanggal 13 Desember 2002
hanya Telkom Malaysia dan STT yang
memasukkan proposal penawaran
kepada pemerintah. Akhimya pada
tanggal 15 Desember pemerintah melalui
Deputi Menteri Negara BUMN Bidang
Privatisasi dan Restmkturisasi, Mah-

mudin Yasin dalam keterangan persnya
mengumumkan STT sebagai pemenang
divestasi (pelepasan saham) Indosat.

Permasalahan muncul ketika
diindikasikan adanya berbagai macam
kecurangan dan kerugian dengan diada-
kannya divestasi Indosat tersebut. Mulai
dari pembohongan publik, pelanggaran
terhadap beberapa produk hukum,
sampai pada kerugian yang sifatnya
merongrong kedaulatan dan kemandirian
bangsa.

1. Pembohongan Publik
Sehubungan dengan pembeli

Indosat, divestasi Indosat jelas sarat
dengan sejumlah kebohongan publik.
Misalnya mengenai siapa yang benar-
benar bertindak selaku pembeli Indosat.
Menurut keterangan resmi pemerintah
yang memenangkan tender pembelian
adalah STT, tetapi sebagaimana terung-
kap kemudian, pada saat penandatanga-
nan kontrak jual-beli yang membubuhkan
tanda tangan selaku pembeli Indosat
adalah sebuah perusahaan asal Mauritius,
yang bemama Indonesian Commu-
nication Limited (ICL) (Baswir, dalam
Republika).

Hal senada juga dikemukakan
pengamat hukum bisnis Sutan Remi
Sjahdeni (Sjahdeni, 2003). Menurut
Remi penandatanganan perjanjian jual
beli (Share Purchase Agreement/SPA)
saham Indosat antara pemerintah Indo-
nesia, Indonesian Communications
Limited dan Singapore Technologies
Telemedia Communications Limited di
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samping sarat kebohongan publik juga
dinilai cacat hukum karena melanggar
UU Pasar Modal.

Dalam Pasal 90 UU No 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal disebutkan,
untuk kegiatan perdagangan efek, setiap
pihak dilarang secara langsung atau tidak
langsung menipu atau mengelabui pihak
lain dengan menggunakan sarana atau
cara apapun. Pelanggaran pasal ini dapat
diganjar hukuman pidana penjara paling
lama 10 tahun dan denda paling banyak
Rp 15 Milyar.

Lebih jauh Remi menyatakan
bahwa dalam SPA itu penyebutan STTC
hanya berupa singkatan saja. Tanpa
disertai akta pendirian, anggaran dasar-
nya, alamatnya, pencantuman nama
perusahaan di Berita Negara, atau nomor
pendaftaran perusahaan di Singapura.
Hal ini tidaklah lazim dalam perjanjian jual
beli, sehingga akan menyulitkan Indo-
nesia apabila timbul sengketa di kemu-
dian hari.

2. Pelanggaran Terhadap Beberapa
Produk Hukum

Selain pelanggaran terhadap UU
No 8 tahun 1995 tentang pasar Modal
khususnya Pasal 90. Pelaksanaan
Divestasi Indosat juga ditengarai melang-
gar beberapa produk hukum, di antar-
anya adalah :
a. UUD 1945 Pasal 33 ayat 2

“Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang me-
nguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara”.

Sebagaimana diuraikan dalam penje-
lasan UUD 1945 khususnya Pasal
33, bahwa perekonomian berdasar
atas demokrasi ekonomi, kemak-
muran bagi semua orang. Sebab itu
cabang-cabang produksi yang pen-
ting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak harus
dikuasai oleh negara. Kalau tidak,
tampuk produksi jatuh ke tangan
orang per orang yang berkuasa dan
rakyat ditindasnya.
Indosat merupakan salah satu ca-
bang produksi yang penting bagi
negara yang menguasai hajat hidup
orang banyak. Dapat dibayangkan
seandainya jalur informasi yang
sangat penting ini disalahgunakan oleh
pihak asing untuk menyadap ber-
bagai informasi berkenaan dengan
Indonesia, maka dengan mudah
dapat dilakukan. Hal lain yang tidak
kalah pentingnya adalah pihak asing
dapat memperbodoh, atau setidak-
tidaknya dapat menghambat proses
pembangunan, dengan cara mema-
tikan atau menghambat informasi
yang seha-rusnya dapat diterima oleh
masyarakat dengan cepat dan murah
menjadi lambat dan mahal.

b. UU No 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
UU No 5 Tahun 1999 yang terdiri
dari II bab dan 53 pasal ini, mende-
finisikan monopoli sebagai suatu
bentuk pengorbanan atas produksi
dan atau pemasaran barang dan atau
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atas penggunaan jasa tertentu oleh
satu pelaku atau satu kelompok
pelaku usaha.
Selain definisi dari monopoli dalam
UU No. 5 Tahun 1999 juga diberi-
kan pengertian dari praktek mono-
poli, yaitu suatu pemusatan kekuatan
ekonomi oleh satu atau lebih pelaku
usaha yang mengakibatkan dikuasai-
nya produksi dan atau pemasaran
atas barang dan atau jasa tertentu
sehingga menimbulkan persaingan
usaha yang tidak sehat dan dapat
merugikan kepentingan umum. Dari
definisi tersebut dapat diketahui
bahwa pada dasamya ada empat hal
penting yang dapat kita kemukakan
tentang praktek monopoli ini yaitu:
1. Adanya pemusatan ekonomi;
2. pemusatan kekuatan tersebut

berada pada satu atau lebih
pelaku usaha ekonomi;

3. pemusatan kekuatan ekonomi
tersebut menimbulkan persaingan
usaha tidak sehat; dan

4. pemusatan kekuatan ekonomi
tersebut merugikan kepentingan
umum.

Selanjutnya dimaksud dengan “pe-
musatan kekuatan ekonomi” adalah
penguasaan yang nyata atas suatu
pasar bersangkutan oleh satu atau
lebih pelaku usaha sehingga dapat
menentukan harga barang dan atau
jasa, dan “persaingan usaha tidak
sehat” adalah persaingan antarpelaku
usaha dalam menjalankan kegiatan

produksi dan atau pemasaran barang
dan atau jasa yang dilakukan dengan
cara yang tidak jujur atau melawan
hukum atau menghambat persaingan
usaha.
Dari pengertian tersebut jelas dapat
kita lihat bahwa salah satu prasyarat
pokok dapat dikatakan telah terjadi
suatu pemusatan kekuatan ekonomi
adalah telah terjadinya pengua-saan
nyata dari suatu pasar bersangkutan
sehingga harga dari barang atau jasa
yang diperdagangkan tidak lagi
mengikuti hukum ekonomi mengenai
permintaan dan penawaran, melain-
kan semata-mata ditentukan oleh
satu atau lebih pelaku ekonomi yang
menguasai pasar tersebut.
Untuk dapat menilai apakah telah
terjadi pelanggaran terhadap keten-
tuan monopoli, menurut Section
Sherman Act, harus diketahui
secara pasti apakah pelaku usaha
tersebut memiliki kekuatan pasar di
pasar bersangkutan tersebut. Me-
mang tidak mudah untuk melukiskan
adanya kekuatan pasar tersebut,
namun sebagai gambaran yang
sederhana, secara umum dapat
dikatakan bahwa pelaku usaha
dianggap telah menguasai pasar
secara monopoli jika ia mempunyai
pangsa pasar lebih dan 75% (tujuh
puluh lima persen) . Undang-undang
dalam rumusan Pasal 4 ayat 2 UU
No 5 tahun 1999 juga menyatakan
bahwa pelaku usaha patut diduga
atau dianggap secara bersama-sama
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melakukan penguasaan produksi dan
atau pemasaran barang dan atau
jasa, jika 2 atau 3 pelaku usaha atau
kelompok pelaku usaha menguasai
lebih dari 75% pangsa pasar satu
jenis barang atau jasa tertentu.
Dalam konteks divestasi Indosat
unsur-unsur monopoli sudah ter-
penuhi. Sebagaimana telah disebut-
kan bahwa STT pada saat ini mengu-
asai 41,94% saham Indosat, sedang-
kan Singapore Telecomunication
menguasai 35% saham Telkomsel,
padahal keduanya merupakan anak
perusahaan Temasek; sebuah badan
usaha milik pemerintah Singapura.
Dengan kata lain, dalam bisnis seluler,
pemerintah Singapura mengokohkan
dominasinya di Indonesia (Riza,
2003).

c. UU No. 1 Tahun 1967
Undang-undang ini mengatur bahwa
bidang seperti pelabuhan, listrik,
telekomunikasi, penerbangan, air
minum, kereta api, pembangkit
tenaga atom, dan media massa tidak
boleh dimiliki oleh asing. UU No. 1
Tahun 1967 sampai saat ini belum
dicabut.

d. UU No. 25 Tahun 2000 (Undang-
undang Program Pembangunan
Nasional)
Undang-undang ini mensyaratkan
agar transparansi, efisien, serta
profesional dalam melakukan pena-
taan BUMN, terutama yang terkait
dengan kepentingan umum dan

penyedia fasilitas publik. Selain itu,
penataan ini juga harus berlandaskan
UU. Hal ini sesuai dengan TAP MPR
No. X Tahun 2001 yang mensya-
ratkan pemerintah harus membuat
rencana tindak yang komprehensif
untuk melakukan suatu divestasi

e. Keppres No. 7 Tahun 2002
Keppres No. 7 Tahun 2002 meru-
pakan pembaharuan dari Keppres
No. 122/2001. Keppres ini mengatur
prosedur penyetoran hasil penjualan
Indosat ke kas negara. Sesuai
dengan Keppres: “Hasil penjualan
saham negara pada BUMN setelah
dikurangi biaya privatisasi, ditetapkan
sebagai hasil privatisasi BUMN dan
disalurkan langsung ke kas negara”.
Akibat ketentuan itu sebagai pelak-
sana privatisasi, Kementrian Negara
BUMN dengan sendirinya memiliki
hak dan membebankan segala jenis
pengeluarannya atas nama biaya
pelaksanaan privatisasi, terhadap
setiap hasil penjualan saham negara
pada BUMN.
Terkait dengan Indosatgate, Ke-
mentrian Negara BUMN ternyata
membebankan biaya pelaksanaan
privatisasi sebesar $ 189 juta (Rp
171 miliar). Akibatnya, setelah
dikurangi $ 25 juta yang masih
tersimpan di escrow account, dari
hasil penjualan 41,9% saham Indosat
sebesar $ 627,3 juta atau Rp 5,6
Trilyun, hanya sekitar $ 583,4 juta
atau (Rp 5,3 Trilyun) yang benar-
benar langsung masuk kas negara.
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Pertanyaannya, sejauh manakah
tindakan Kementrian Negara
BUMN menyisihkan dana sebesar $
25 juta di escrow account dan
membebankan biaya pelaksanaan
privatisasi sebesar Rp 171 miliar itu
dapat dibenarkan? Untuk keperluan
apa saja pengeluaran sebesar itu
dibelanjakan oleh Kementrian Ne-
gara BUMN? Jika untuk setiap
pelaksanaan privatisasi pemerintah
harus mengeluarkan ongkos sebesar
Rp. 171 miliar, dapat dibayangkan
berapa besarnya ongkos yang harus
dikeluarkan pemerintah untuk mem-
privatisasi sekitar 30 BUMN pada
tahun 2003. Separo dari target hasil
privatisasi sebesar Rp 12 triliun, bisa
jadi menguap begitu saja untuk
mengongkosi biaya pelaksanaan
privatisasi. Hal ini jelas bertentangan
dengan Keppres No 7 Tahun 2002
(Baswir, 2003).

3. Beberapa Kerugian Atas Pelak-
sanaan Divestasi Indosat

Selain terdapat banyak kecu-
rangan atau pelanggaran yang terjadi
dalam pelaksanaan divestasi Indosat,
ada beberapa kerugian yang perlu
dicermati atas pelaksanaan divestasi
Indosat ini, di antaranya adalah kemgian
dalam bentuk materi, kedaulatan dan
kemandirian bangsa.

Harga jual 41,9% saham Indosat
sebesar Rp 12.950,00 per lembar.
Saham tersebut, sebagaimana diakui oleh
pemerintah itu adalah harga terbaik bagi

Indosat. Jika dibandingkan dengan harga
saham Indosat di bursa pada saat
berlangsungnya proses “Singapurani-
sasi”, Rp 8.600,00 per lembar. Harga
jual Indosat itu dapat dikatakan menik-
mati premium sebesar 50%.

Persoalannya, tepatkah jika nilai
wajar Indosat hanya dipatok berda-
sarkan harga saham di bursa? Untuk
menjawab persoalan ini, ada baiknya jika
transaksi pembelian 37,6% PT Lintasarta
dan 25% PT Satelindo oleh Indosat
dijadikan sebagai perbandingan.

Sebagaimana diketahui, untuk
menggenapi kepemilikannya terhadap
Lintasarta dan Satelindo, Indosat terlebih
dahulu membeli 37,6% saham Lintasarta
(Februari 2001) senilai $ 38 juta dan
25% saham Satelindo (Mei 2002) senilai
$ 325 juta. Jika harga 37,6% Lintasarta
sama dengan $ 38 juta, berarti harga
100% Lintasarta sama dengan $101
juta.

Selanjutnya, jika harga 25%
Satelindo sama dengan $ 325 juta, berarti
harga 100% Satelindo sama dengan $
1.300 juta. Dengan demikian, ketika
pemerintah menjual 41,9% Lintasarta
dan Satelindo saja sekurang-kurangnya
setara dengan $ 587 juta ($ 544,7 juta
+ $ 42,3 juta). Tetapi ketika menjual
41,9% Indosat, pemerintah hanya
memperoleh hasil bersih sebesar $ 608,4
juta, atau hanya berselisih sebesar $ 21,4
juta jika dibandingkan dengan harga
perolehan 41,9% Lintasarta dan Sate-
lindo. Padahal selain memiliki enam anak
perusahaan, Indosat juga memiliki
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investasi pada lebih dari 30 perusahaan
afiliasi. Artinya, ketika pembeli 41,9%
Indosat, pemerintah Singapura dapat
diibaratkan seperti membeli Lintasarta
dan Satelindo dengan bonus Indosat
(Baswir, 2003).

Dijualnya Indosat juga menye-
babkan pemerintah kehilangan sumber
pemasukan. Dengan semakin kecilnya
kepemilikan saham pemerintah hanya
sekitar 15% di Indosat, maka potensi
pendapatan pemerintah dari Indosat
semakin kecil. Selain itu, pajak dari
kepemilikan STT di Indosat tidak dapat
dikenakan, karena STT berkonspirasi
dengan pemerintah membeli saham
Indosat atas nama Indonesian Commu-
nications Limited (ICL) sebuah peru-
sahaan yang baru didirikan dan berke-
dudukan di negara Mauritius (negara
yang tidak mengenakan pajak). Dengan
berpusat di Mauritius, ICL dapat
menghindar dari ketentuan pajak sehing-
ga STT mendapatkan keuntungan yang
besar. (Muttaqin, www.e-syariah.net)

Dalam hal kedaulatan dan keman-
dirian, divestasi Indosat semakin menun-
jukkan bahwa Indonesia merupakan
negara yang tidak mandiri, lemah dan
mudah diintervensi. Indosat sebagai
industri yang sangat strategis dan sangat
penting bagi negara serta menjadi group
operator seluler terbesar kedua di
Indonesia kini jatuh ke “pangkuan” asing.
Pemerintah telah kehilangan kendali
mayoritas di BUMN tersebut. Status
Indosat berubah menjadi PMA. Dengan
terjadinya perubahan status Indosat yang

menjadi PMA berarti segala sarana dan
prasarana infrastruktur PT Indosat
termasuk anak-anak perusahaan telah
dimiliki asing, bukan milik bangsa lagi.
Jatuhnya sebagian kepemilikan Indosat
ke tangan STT maka Indosat berada di
bawah kontrol pemerintah Singapura,
karena STT yang telah menguasai 41,9%
saham Indosat dan Singapore Telecom-
munication yang menguasai 35% saham
Telkomsel keduanya merupakan anak
pemsahaan Temasek atau badan usaha
milik pemerintah Singapura.

Dengan penguasaan pemerintah
Singapura atas sistem telekomunikasi
Indonesia termasuk satelit palapa yang
dulu di bangga-banggakan Indonesia
sebagai negara pertama di Asia Tenggara
yang memiliki satelit menyebabkan
mudahnya melacak berbagai informasi
Indonesia terutama dengan kegiatan-
kegiatan umat Islam, militer, dan intelijen.
Di Singapura sendiri setiap e-mail yang
masuk ataupun keluar dari Singapura
dapat dibaca pemerintah. Apalagi
dengan akses yang mereka miliki di
Indonesia. Hal inilah yang perlu diwas-
padai.

B. Divestasi Indosat dalam Konsep
Hukum Islam

1. Hak Syufah
Pada bab terdahulu telah dipa-

parkan bahwa STT-lah yang pada
akhirnya memenangkan tender pem-
belian Indosat. Dalam konsep hukum
Islam, khususnya jual beli terdapat apa
yang disebut hak syuf’ah yaitu mena-
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warkan barang dan atau jasa kepada
rekan kongsi atau orang yang paling
dekat, baru kemudian apabila orang
terdekat tersebut menolak, penjual dapat
menawarkan barang atau jasa tersebut
kepada orang lain atau pihak asing.

Islam mensyari’atkan syuf’ah
untuk mencegah adanya bahaya dan
terjadinya permusuhan. Karena hak
pemilikan untuk syqfi’ dari pembelian
ajnabi (orang asing) akan dapat meno-
lak kemungkinan adanya bahaya dari
ajnabi yang baru saja datang. (Sabiq,
1988 :45) Imam Asy Syafi’i memilih,
bahwa yang dimaksud dengan bahaya
adalah: kerugian biaya pembagian dan
barunya peralatan serta lain-lain. Ada pula
yang mengatakan, bahwa yang dimaksud
adalah bahaya buruknya persekutuan.

Seseorang wajib meminta izin
kepada partnemya sebelum penjualan
dilakukan. Jika ia menjualnya sebelum
meminta izin, maka partnemya lebih
berhak. Apabila ia telah mengizinkannya
dan berkata :

“Aku tidak ada niat ke situ (mem-
belinya)”, maka ia tidak mempunyai
hak meminta syuf’ah setelah ber-
langsungnya penjualan.

Imam muslim meriwayatkan dari
Jabir, berkata:

“Rasulullah menetapkan syuf’ah
untuk semua perseroan yang belum
dibagi, balk berbentuk rumah atau
kebun, tidak halal dijual sebelum

meminta izin partner. Jika ia meng-
hendaki, ia membelinya. Dan jika
tidak, ia mening-galkannya. Apabila
penjualan berlang-sung tanpa izinnya
(partner) maka dialah yang paling
berhak (membelinya)”

Dari Jabir, berkata Rasulullah
SAW, bersabda:

“Siapa yang berpartner dalam kebun
kurma atau rumah, maka ia tidak boleh
menjualnya. Jika ia suka (partner), ia
mengambilnya dan jika tidak ia
meninggalkannya” (Riwayat Yahya bin
Adam dari Zubair, dari Zubair dan
isnadnya berdasarkan syarat Muslim)

Dalam konteks divestasi Indosat,
kalaupun pemerintah merasa perlu
melakukan divestasi terhadap Indosat
dengan tujuan good corporate and
governance (perusahaan yang baik dan
bersih), mengikis KKN, menciptakan
efisiensi dan efektivitas serta menghapus
monopoli (meskipun semua itu tidak
terbukti); seharusnya pemerintah teriebih
dahulu menawarkannya kepada investor
dalam negeri sebelum menawarkannya
ke luar negeri. Dengan cara semacam ini,
hal-hal yang dirasa merugikan, khu-
susnya yang menyangkut kemandirian
dan kedaulatan bangsa tidak akan terjadi

Pada kenyataannya pemerintah
memang tidak menawarkannya kepada
investor dalam negeri. Jangankan mena-
warkan kepada investor dalam negeri,
pada saat pelaksanaan divestasi Indosat
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dengan STT saja pemerintah enggan
mengkonsultasikannya kepada DPR
selaku wakil rakyat, hal ini diungkapkan
oleh Hidayat (2003).

Terkait dengan hak syuf’ah, kalau
pemerintah menawarkan divestasi
Indosat kepada investor lokal, apakah
tersedia dana? Jika dimobilisasi bukan
tidak mungkin masyarakat di tanah air
bisa mengumpulkan dana sebanyak Rp
5,6 triliun untuk membeli saham PT
Indosat. Persoalannya, apakah bangsa
Indonesia bersedia “mengeruk kocek-
nya” untuk membeli saham PT Indosat?
Seharusnya mereka bersedia, karena
wajib hukumnya menyelamatkan aset
negara secara benar. Perbandingan apple
to apple dapat berkaca pada Malaysia
ketika terkena krisis ekonomi pada tahun
1997, semua masyarakat diminta me-
nyumbang dan seluruh pegawai dipotong
gajinya demi untuk menyelamatkan
berbagai aset negaranya. Kondisi di
Malaysia memang berbeda dengan di
Indonesia. Sebab di Indonesia pejabat
pemerintah malah semakin rakus dan
berlomba-lomba menghabiskan uang
negara dengan berbagai penyelewengan.
Akibatnya, yang terjadi bukan menye-
lamatkan aset namun justru mengobral
aset negara ke pihak asing.

Dalam literatur fikih yang lain,
syuf’ah diartikan sebagai suatu hak
membeli dengan paksa (Basyir, 2000:
64). Fikih Islam mengenal sistem perse-
kutuan yang antara lain berupa perseku-
tuan antara dua orang atau lebih untuk
memiliki suatu benda yang disebut

syirkah milik. Para anggota persekutuan
berhak atas benda persekutuan itu
sebesar sahamnya. Kecuali, merekapun
berhak mempertahankan keanggotaan
persekutuan agar tidak dimasuki orang
lain hingga benda milik persekutuan itu
tidak akan jatuh ke tangan orang yang
tidak mereka inginkan.

Oleh karena itu, dalam syirkah
milik terdapat beberapa ketentuan
bahwa apabila ada anggota persekutuan
yang akan memindahkan haknya kepada
orang lain, bukan anggota persekutuan,
harus mendapat izin dari anggota lainnya.
Dalam hal apabila ada salah seorang
anggota persekutuan telah menjual
haknya atas harta persekutuan kepada
orang lain tanpa izin para anggota lain,
para anggota lain itu berhak membeli
dengan paksa hak anggota yang telah
dijual itu, dengan harga pantas, tidak
harus sebesar harga penjualannya.
Dengan demikian, dapat diketahui
bahwa syuf’ah terjadi dengan kekuatan
hukum, tidak memerlukan syarat kere-
laan orang bersangkutan.

Di atas telah disinggung bahwa
tujuan syuf’ah adalah untuk mencegah
adanya bahaya dan terjadinya permu-
suhan. Karena hak pemilikan untuk syafi’
dari pembelian ajnabi (orang asing) akan
dapat menolak kemungkinan adanya
bahaya dari ajnabi yang baru saja datang.

Pemerintah telah menyederhana-
kan persoalan divestasi Indosat semata-
mata sebagai persoalan teknologi.
Padahal sebagai Negara yang notabene
modalnya dimiliki seluruh rakyat Indone-
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sia, persoalan divestasi Indosat tidak
mungkin dipisahkan begitu saja dan
pertimbangan poleksusbud.

2. Hak Milik
Konsep Islam mengenai hak milik

di dasarkan pada Al Qur’an dan Hadist.
Prinsip-prinsip dasar hak milik dalam
pandangan Islam secara garis besar
adalah sebagai berikut.
a. Pemilik mutlak (the absolute ow-

ner), alam semesta ini adalah milik
Allah SWT.

b. Manusia diberikan hak milik terbatas
(limited ownership) oleh Allah SWT
atas sumber daya ekonomi, yang
batasan kepemilikan dan cara pe-
manfaatannya telah ditentukan-Nya.

c. Pada dasamya Allah menciptakan
alam semesta bukan untuk dirinya
sendiri, melainkan untuk kepentingan
sesama hidup (wasilah al hayah)
bagi makhluk (alam semesta dan
isinya) agar tercapai kemakmuran
dan kesejahteraan.

d. Manusia hams mempertanggung-
jawabkan penggimaan hak milik
terbatas ini kepada Allah SWT kelak
di yaumul qiyamah (Anto, 2003:
96). Secara urnum hak milik dapat
diklasifikasikan menjadi:
a. hak milik individual (milkiyah

fardhiah/private ownership)’,
b. hak milik umum7publik (milki-

yah ‘ammah’collective/public
ownership);

c.  hak milik negara (milkiyah daulah/
state ownership ).

Meskipun hak milik sangat dihar-
gai tetapi statusnya dapat berubah,
diubah, dibatasi sesuai dengan ketentuan
syari’at Islam. Jadi, hak milik bukan
merupakan sesuatu yang permanen
dalam pengertian mutlak.

Mengenai Indosat, sebenamya
Indosat merupakan kategori Hak Milik
Negara. Contoh lain dari hak milik
negara adalah harta rampasan perang
(ghanimah), jizyah, temuan benda tidak
bertuan, pajak atau penerimaan lain yang
diperoleh dari Badan Usaha Milik
Negara (BUMN).

Berbeda dengan hak milik umum,
hak milik negara ini dapat dialihkan
menjadi hak milik individu, jika memang
kebijakan negara menghendaki demikian,
sehingga sebenarnya menjadi sesuatu
yang sah ketika pemerintah melakukan
divestasi terhadap Indosat. Permasa-
lahannya adalah Indosat merupakan
fasilitas yang sangat penting yang
menguasai hajat hidup orang banyak.
Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 33
UUD 1945, sebaiknya tetap dikelola
oleh pemerintah. Kalaupun pemerintah
bersikeras melakukan divestasi Indosat
dengan salah satu alasan bahwa hak milik
negara dapat dialihkan menjadi hak milik
individu, seharusnya pengalihan tersebut
tetap diberikan kepada rakyatnya, bukan
kepada pihak asing.

Sebagaimana syari’at Islam mene-
tapkan 5 sebab kepemilikan sumber daya
ekonomi:
a. Bekerja (al ‘amal);
b. Warisan (al Irts);
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c. Keperluan harta untuk memper-
tahankan hidup;

d. Pemberian negara kepada rakyatnya;
e. Harta yang diperoleh tanpa menge-

luarkan harta atau tenaga apapun (An
Nabhani, 1996: 71).

3. Musyawarah dalam Perumusan
Harga

Pada dasamya kebijakan inter-
vensi harga melalui penetapan memiliki
peluang untuk menimbulkan kerugian
bagi pelaku ekonomi maupun bagi
perekonomian keseluruhan. Jika harga
lebih tinggi dari harga pasar maka penjual
akan diuntungkan sementara pembeli
akan dirugikan. Sebaliknya, jika harga
di bawah harga pasar maka penjual akan
dirugikan sementara pembeli diun-
tungkan.

Ibnu Qoyyim Al Jauziyah menya-
takan bahwa tidak ada pemikir Islam
satupun yang mendukung kediktatoran
harga (price dictatorship) yaitu menyu-
ruh para produsen dan pengecer untuk
menjual pada harga yang ditetapkan
dengan mengabaikan keuntungan atau
kerugian dan tanpa mempertimbangkan
harga dan pengeluaran apabila mereka
masuk ke pasar.

Agar harga yang ditetapkan dapat
menguntungkan semua pihak, yaitu
menghasilkan harga yang adil, maka
harus dipertimbangkan segala kondisi
pasar. Untuk itu para ahli fikih menya-
rankan perlunya dilakukan musyawarah
terlebih dahulu. Musyawarah ini harus
melibatkan sebanyak mungkin pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap
harga ini, yaitu penjual, pembeli, peme-
rintah maupun masyarakat secara
keseluruhan.

Dalam konteks Indosat, sebelum
menetapkan harga, sebaiknya peme-
rintah bermusyawarah terlebih dahulu
dengan DPR (selaku perwakilan rakyat)
secara lebih intens, sehingga pemerintah
tidak dirugikan minimal Rp 1,8 triliun
(Suroso dalam Muttaqin, 2003). Selain
itu, pemerintah juga tidak akan melanggar
Tap MPR No X Tahun 2001 yang
mensyaratkan pemerintah harus mem-
buat rencana tindak yang komprehensif
untuk melakukan divestasi.

4. Persaingan Tidak Sempurna,
Oligopoli, dan Monopoli

Pasar mendapat kedudukan yang
penting dalam ekonomi Islam. Rasulullah
sangat menghargai harga yang dibentuk
oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau
menolak adanya suatu price inter-
vention seandainya perubahan harga
teriadi karena mekanisme pasar yang
wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan
adanya moralitas, antara lain persaingan
yang sehat (fair play), kejujuran (hones-
ty), keterbukaan (transparancy), dan
keadilan (justice). Jika nilai-nilai ini telah
ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk
menolak harga pasar.

Implementasi nilai-nilai moralitas
dalam pasar merupakan tugas personal
bagi setiap pelaku pasar. Bagi seorang
muslim itu merupakan refleksi dari
keimanannya kepada Allah.



SUHUF, Vol. XVIII, No. 01/Mei 2006: 63 - 8478

Selain Rasulullah SAW sangat
menghargai harga yang terjadi karena
mekanisme pasar yang bebas dan
menyuruh masyarakatnya mematuhi
harga pasar ini, beliau juga menolak untuk
membuat kebijakan penetapan harga
manakala tingkat harga di Medinah pada
saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang
kenaikan terjadi karena kekuatan
permintaan dan penawaran yang mumi,
yang tidak dibarengi dengan dorongan-
dorongan monopolistik dan monop-
sonistik, maka tidak ada alasan untuk
tidak menghormati harga pasar. Pada
saat itu, para sahabat berkata,” wahai
Rasulullah, tentukanlah harga untuk
kita!”. beliau menjawab,” Allah itu
sesungguhnya adalah penentu harga,
penahan, pencurah, serta pemberi rizki.
Aku mengharapkan dapat menemui
Tuhanku di mana salah seorang dari
kalian tidak menuntutku karena kedza-
liman dalam hal harta dan darah” (Hadist
ini diriwayatkan oleh enam Imam hadist
yang utama kecuali An Nasa’i). Terdapat
juga hadist lain yang diriwayatkan Abu
Dawud dari laporan Abu Hurairah,
bahwa ada seseorang berkata kepada
Nabi Muhammad SAW: “wahai Nabi
Allah, tetapkanlah harga untuk kita!”,
Nabi menjawab, “Engkau harus berdoa
kepada Allah untuk itu!”. Orang lain juga
datang kepada Nabi dan meminta hal
yang sama, sehingga Nabi menjawab,
“Hanya Allah yang menurunkan dan
menaikkan harga”.

Dalam hadist tersebut jelas dinya-
takan bahwa pasar merupakan hukum

alam (sunnatullah) yang harus dijunjung
tinggi. Tidak seorangpun secara indivi-
dual dapat mempengaruhi pasar, sebab
pasar adalah kekuatan kolektif yang telah
menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran
terhadap harga pasar, yaitu penetapan
harga, merupakan suatu ketidakadilan
yang akan dituntut pertanggung jawa-
bannya di hadapan Allah (Anto, 2003:
269-270).

Dengan kata lain, ajaran Islam
mendorong adanya suatu pasar yang
memiliki karakter sebagaimana pasar
persaingan sempuma, tetapi berlan-
daskan nilai-nilai Islam. Karakter pasar
yang benar-benar bersaing secara
sempuma sangat sulit dijumpai dalam
dunia nyata, meskipun bukannya tidak
ada. Dalam dunia nyata banyak pasar
dalam suatu industri yang dapat dikate-
gorikan sebagai pasar persaingan tidak
sempurna, yaitu persaingan monopoli
maupun oligopoli. Secara normatif ajaran
Islam ini harus dipahami sebagai upaya
untuk menciptakan pasar yang seti-
daknya mendekati kepada persaingan
yang sempuma.

Mengapa pasar menjadi tidak
sempurna sehingga terjadi oligopoli atau
monopoli? Kebanyakan literatur ilmu
ekonomi konvensional telah meng-
klasifikan penyebab ketidaksempumaan
ini menjadi dua, yaitu:
a. karena pola biaya produksi,
b. karena adanya hambatan dalam

persaingan.
Pola biaya produksi yang dapat

menyebabkan terjadinya oligopoli atau
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monopoli dapat berupa :
a. biaya produksi yang besar,
b. biaya produksi yang terus menurun

dengan semakin banyaknya kuantitas
yang dihasilkan.

Kasus yang pertama terjadi ketika
suatu produksi memerlukan biaya
produksi atau investasi yang sedemikian
besar, sehingga sangat tidak mungkin
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan
kecil atau yang bermodal kecil. Besarnya
biaya investasi ini dapat terjadi karena
besarnya biaya pengadaan input pro-
duksi, biaya proses produksi, adanya
resiko usaha yang tinggi, serta tingginya
tingkat output yang harus dihasilkan
untuk mencapai tingkat produksi yang
menguntungkan (profitable). Hal yang
terakhir ini menyebabkan usaha ini tidak
akan menguntungkan jika tidak dipro-
duksi dalam jumlah yang amat besar.

Suatu perusahaan yang memiliki
biaya produksi yang terus menerus turun
dengan semakin banyaknya kuantitas
yang dihasilkan dapat menjadi monopoli.
Yang dimaksudkan dengan biaya pro-
duksi di sini meliputi biaya rata-rata
maupun biaya marjinal. Karena kedua
jenis biaya ini memiliki pola yang terus
menerus turun maka tambahan hasil atas
skala (return to scale) terus meningkat.
Dengan kata lain, perusahaan ini memiliki
skala ekonomi yang tinggi. Perusahaan yang
memiliki economics scale tinggi ini tentu
saja akan dapat menawarkan harga yang
semakin rendah, dengan semakin mening-
katnya output, sehingga secara otomatis

perusahaan lain yang tidak mampu mena-
warkan harga yang sama atau lebih rendah
akan kalah dalam bersaing. Semakin
banyak perusahaan lain yang kalah
bersaing berarti akan semakin luas pangsa
pasar yang dikuasai oleh perusahaan ini,
akhirnya produksi perusahaan ini akan
semakin banyak dan harga yang ditawar-
kan juga semakin rendah. Itulah sebabnya
jenis monopoli ini disebut juga monopoli
alamiah (natural monopoly).

Adanya hambatan dalam persai-
ngan akan memperkecil jumlah produsen
dalam pasar sehingga menciptakan
oligopoli atau monopoli. Terdapat
banyak jenis hambatan yuridis dan
diferensiasi produk. Hambatan yuridis
akan muncul manakala pemerintah
mengeluarkan ketentuan-ketentuan
hukum yang memberikan perlakuan
istimewa kepada satu atau kelompok
perusahaan di satu sisi dan menghambat
perusahaan yang lain di saat yang
bersamaan.

Di samping hambatan yuridis
tersebut, diferensiasi produk yang
merupakan salah satu penyebab ketidak-
sempumaan persaingan pasar yang lebih
bersifat ekonomis. Diferensiasi produk
adalah suatu karakter yang menonjol,
yang menjadi sifat pembeda yang khas
dari suatu produk sedemikian rupa
sehingga menimbulkan keunggulan dalam
persaingan. Diferensiasi ini merupakan
sebuah keunikan dari suatu produk
sehingga lebih diminati oleh konsumen.

Meskipun harga produk ini sama
dengan produk yang dihasilkan perusa-
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haan lain, namun adanya keunikan akan
menyebabkan konsumen lebih tertarik
untuk membeli produk ini. Jika diferen-
siasi ini sedemikian kuat maka dampak-
nya terhadap dominasi pangsa pasar juga
akan tinggi, sebaliknyajika diferensiasi
produksi ini lemah maka kemungkinan
dampaknya juga akan rendah.

Sebenamya monopoli tidak selalu
merupakan suatu keadaan pasar yang
buruk bagi perekonomian, bahkan
beberapa jenis usaha memang lebih baik
jika diupayakan secara monopolis
seperti dalam natural monopoly. Adanya
natural monopoly sebenarnya justru
menguntungkan konsumen, sebab konsu-
men akan mendapatkan barang dengan
harga yang relatif lebih rendah jika
dibandingkan dengan pasar bersaing.
Tetapi, salah satu keburukan terbesar
dari monopoli adalah penguasaannya
terhadap harga (price maker) sehingga
dapat mempengaruhi atau bahkan
menentukan harga pada tingkat yang
sedemikian rupa sehingga memak-
simalkan labanya tanpa memperhatikan
keadaan konsumen, produsen monopoli
dapat mengambil keuntungan di atas
normal (normal profit) sehingga merugi-
kan konsumen. Inilah yang disebut
monopolistik rent. Strategi untuk me-
maksimumkan laba ini dapat ditempuh
melalui dua cara, yaitu (1) penetapan
harga dan (2) pengendalian kuantitas
barang yang dihasilkannya atau dijualnya.

Penetapan harga secara sepihak
oleh produsen monopoli sangat dimung-
kinkan, sebab ia satu-satunya produsen.

Konsumen akan terpaksa atau dipaksa
untuk menyetujui harga yang ditetapkan
oleh produsen, sebab mereka tidak
memiliki altematif pilihan lainnya. Efekti-
fitas penetapan harga untuk memak-
simumkan laba produsen monopolis
tergantung pada sejauhmana tingkat
kebutuhan konsumen terhadap barang
yang dihasilkan produsen tersebut.
Semakin tinggi tingkat kebutuhan konsu-
men misalnya untuk barang primer maka
semakin tidak berdaya konsumen untuk
menolak harga yang ditetapkan oleh
produsen, demikian pula sebaliknya.

Produsen juga dapat mempe-
ngaruhi harga dengan cara mengen-
dalikan kuantitas barang yang dihasil-
kannya atau dijualnya. Semakin sedikit
barang yang ditawarkan maka semakin
naik tingkat harganya, demikian pula
sebaliknya. Oleh karena itu, untuk
menaikkan harga, produsen monopolis
kemungkinan akan menciptakan kelang-
kaan sehingga kuantitas barang yang
ditawarkan akan berkurang. Teknis
menciptakan kelangkaan ini dapat
dilakukan dengan mengurangi kuantitas
produksi atau menimbun output produk-
sinya pada satu waktu dan menge-
luarkannya kembali pada waktu yang lain
(ikhtikar).

Meskipun ajaran Islam meng-
hendaki sebuah struktur pasar yang
bersaing sempuma, tetapi Islam tidak
melarang adanya oligopoli ataupun
monopoli (Anto, 2003: 310). Pandangan
Islam terfokus kepada masalah meka-
nisme penentuan harga di dalam mono-
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poli yang cendemng berpotensi mengha-
silkan kerugian bagi konsumen, sebab
harga ditentukan lebih berorientasi
kepada kepentingan produsen saja.
Dalam pandangan Islam harga hams
mencerminkan keadilan baik dari sisi
produsen maupun dari sisi konsumen.
Dalam situasi pasar yang bersaing
sempuma harga yang adil ini dapat
dicapai dengan sendirinya, sehingga tidak
perlu intervensi harga dari pemerintah.
Jika para produsen monopolis dibiarkan
begitu saja menentukan harganya sendiri
besar kemungkinan harga yang terjadi
bukanlah harga yang adil sebab ia akan
mencari monopolistic rent.

Itulah sebabnya ajaran Islam
melarang keras ikhtikar, karena ia
bertujuan untuk mencari monopolistic
rent ini. Untuk itu, pemerintah perlu,
bahkan wajib, melakukan intervensi
sehingga harga yang terjadi adalah harga
yang adil. Dengan ungkapan sederhana,
ajaran Islam tidak mempermasalahkan
apakah suatu perusahaan merupakan
oligopolis atau monopolis sepanjang
tidak mengambil keuntungan di atas
normal dan tidak menetapkan harga yang
dapat menyengsarakan konsumen.

Dalam konteks divestasi Indosat,
dengan uraian di atas, apakah ada
jaminan bahwa STT selaku pemegang
monopoli pertelekomunikasian di Indo-
nesia tidak melakukan praktek mono-
polistic rent.

Kalau terbukti STT melakukan
praktek monopolistic rent, apakah
pemerintah yang hanya memiliki saham

15% mampu mengintervensi harga
menuju harga yang adil? Itulah kekha-
watiran-kekhawatiran yang seharusnya
direnungkan oleh pemerintah sebelum
melepaskan saham Indosat kepada STT.
Akhir dari skenario buruk ini baru
berhenti saat bangsa Indonesia tidak
mempunyai apa-apa lagi. Yakni, saat di
mana kita tidak saja kehilangan aset
ekonomi, tapi juga harga diri bangsa. Saat
itulah, kita baru merasakan begitu
getirnya dipersalahkan dan diadili anak
cucu kita kelak.

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada

bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada penghujung tahun 2002, peme-

rintah mendivestasi saham Indosat
sebesar 41,94% kepada Singapore
Technologie Telemedia (STT)
dengan alasan untuk menutup atau
menambal defisit APBN. Divestasi
sendiri diartikan sebagai penjualan
unit bisnis pada perusahaan lain
untuk mendapatkan dana segar
dalam rangka menyehatkan perusa-
haan. Divestasi bukan merupakan
suatu hal yang tabu untuk dilakukan
bukan pula hal yang merugikan
namun hal ini menjadi persoalan yang
serius manakala proses divestasi ini
tidak menggunakan konsep ekonomi
Islam padahal mayoritas pemegang
saham adalah umat Islam Indonesia.
Pemerintah tidak mengedepankan
hak syuf’ah, seandainya pemerintah
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menawarkan teriebih dahulu kepada
investor lokal maka kemungkinan
terjadinya ekses yang ditimbulkan
dari divestasi dapat diminimalisir.

2. Pelaksanaan divestasi Indosat dite-
ngarai melanggar beberapa produk
hukum yang akhirnya menimbulkan
praktek monopoli di tangan STT
selaku pemenang tender. Secara
umum, hukum ekonomi Islam tidak
mengharamkan pelaksanaan dives-
tasi. Namun, pelaksanaan divestasi
itu tidak boleh keluar dari etika bisnis
Islam. Kalau keluar dari kerangka itu
berarti kontraknya bisa menjadi batal
dan tidak sah secara hukum. Pen-
jualan Indosat menyebabkan terja-
dinya monopoli pemilikan di tangan
STT. Monopoli adalah sesuatu yang
diharamkan dalam Islam, Rasulullah
bersabda laa yahtakir artinya
dilarang memonopoli (HR Muslim).

SARAN-SARAN
1. Masih cukup banyak fenomena lain

yang saat ini dirasakan oleh jajaran
manajemen BUMN, akan tetapi
yang lebih utama adalah bagaimana
seluruh lapisan masyarakat bisa
mendukung jati diri BUMN menjadi
sebuah pemsahaan yang mandiri
serta bermaslahat terhadap kehi-

dupan bangsa, bukan sebaliknya
untuk Bagi-bagi Uang Milik Negara,
atau Badan Usaha Milik Nenek-
Moyang, sebagaimana dipopulerkan
Menneg BUMN Laksamana Su-
kardi.

2. Ada baiknya pemerintah beserta
Dewan Perwakilan Rakyat segera
menetapkan peraturan perundangan
yang bisa dijadikan acuan oleh
kalangan BUMN. UU itu harus
memuat batas akhir saham yang
boleh dijual.

3. Sudah saatnya BUMN melakukan
sebuah reformasi, sehingga kalimat-
kalimat indah yang tertera dalam
“visi, misi ataupun strategi” bukan
sekedar lip service bagi penguasa.
Penanaman budaya kerja keras, rasa
malu, peduli dan memiliki nasio-
nalisme yang tinggi dan sebagainya
yang merupakan unsur “reformasi
budaya” perlu segera ditetapkan.

4. Di dalam transaksi jual beli menurut
hukum Islam terdapat hak syuf’ah
artinya sebelum menawarkan kepa-
da orang lain maka terlebih dahulu
tawarkan kepada rekan kongsi atau
orang yang paling dekat. Sehingga
seharusnya pihak Indonesia memiliki
kesempatan utama.
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